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KATA PENGANTARLaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini, yang telah dilaksanakan Satuan PolisiPamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama tahun 2023, dalam mewujudkan Visi dan Misi yangtelah ditetapkan, serta sekaligus sebagai wujud dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta programdan kegiatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.Disamping itu, Laporan ini juga dapat menjadi pedoman atau bahan untuk perbaikankinerja, sebab dengan adanya Laporan ini akan memberikan gambaran atas pelaksanaan programdan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023.Dengan disusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Satuan Polisi PamongPraja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman ini, yang telah dilaksanakan oleh Satuan PolisiPamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman tahun 2023, juga sebagai bahan untukperbaikan kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasamanuntuk masa-masa yang akan datang.
Lubuk Sikaping, Januari 2024KEPALA SATPOL PP DAN DAMKARKABUPATEN PASAMAN
AAN AFRINALDI, S.STPPembina Tingkat INIP.19830415 200212 1 001
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Pembentukan1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan danSusunan Perangkat Daerah;4. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan PemadamKebakaran;
1.2. Gambaran Umum Organisasi

1.2.1. Struktur organisasiPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. KemudianPeraturan Bupati Pasaman Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja danPemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :a. Kepalab. Sekretariat, terdiri dari :1) Subbagian Umum dan Kepegawaian.2) Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :1) Seksi Operasi dan Penertiban.2) Seksi Pengembangan Kapasitas.d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah,terdiri dari:1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat.2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.e. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :1) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.2) Seksi Sarana dan Prasarana.f. Kelompok Jabatan Fungsional
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Struktur Organisasi Satpol PP dan Damkar

1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP dan DamkarSatuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi perangkat daerah yangbertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalampenyelenggaraan pemerintahan. Organisasi perangkat daerah ditetapkandengan peraturan daerah dengan menetapkan pembentukan,kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerahsebagaimana ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 2022 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan PolisiPamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Maka dapat disimpulkan kedudukan,tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah :1) KedudukanSatuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakanunsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah diBidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

KEPALA SATUAN
SEKRETARISKELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

SUB BAG. KEU &EVALOPSUB BAG. UMUM &KEPEGAWAIAN
Bidang PerlindunganMasyarakat & GakPerdaBidang Ketentraman& Ketertiban Umum Bidang PemadamKebakaran

Seksi SatlinmasSeksi Operasi danPenertiban Seksi PencegahanPenanggulangan
Seksi Penyelidikandan PenyidikanSeksi Bangpas Seksi Sarana danPrasarana

Anggota Satpol.PPdan Damkar
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2) Tugas  dan Fungsia. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin olehKepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepadaBupati melalui Sekretaris Daerah.b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalammelaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah di bidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)Satuan menyelenggarakan fungsi :1) Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang polisipamong praja dan pemadam kebakaran yang meliputi bidangketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bidangperlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah sertapemadam kebakaran dan penyelamatan;2) Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahanbidang polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusanpemerintahan bidang polisi pamong praja dan pemadamkebakaran;4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.
1.2.3. Program yang dilaksanakan tahun 2023 (Renja/RKA/DPA)RENJA RKA DPAI. Penunjang UrusanPemerintahan DaerahKabupaten/Kota1. Perencanaan,Penganggaran, danEvaluasi KinerjaPerangkat Daeraha. PenyusunanDokumenPerencanaanPerangkat Daerahb. Koordinasi danPenyusunanLaporan CapaianKinerja dan IkhtisarRealisasi KinerjaSKPD2. Administrasi KeuanganPerangkat Daeraha. Penyediaan Gaji danTunjangan ASNb. PenyediaanAdministrasiPelaksanaan TugasASN

I. Penunjang UrusanPemerintahan DaerahKabupaten/Kota1. Perencanaan,Penganggaran, danEvaluasi KinerjaPerangkat Daeraha. PenyusunanDokumenPerencanaanPerangkat Daerahb. Koordinasi danPenyusunanLaporan CapaianKinerja dan IkhtisarRealisasi KinerjaSKPD2. Administrasi KeuanganPerangkat Daeraha. Penyediaan Gaji danTunjangan ASNb. PenyediaanAdministrasiPelaksanaan TugasASN

I. Penunjang UrusanPemerintahan DaerahKabupaten/Kota1. Perencanaan,Penganggaran, danEvaluasi KinerjaPerangkat Daeraha. PenyusunanDokumenPerencanaanPerangkat Daerahb. Koordinasi danPenyusunanLaporan CapaianKinerja dan IkhtisarRealisasi KinerjaSKPD2. Administrasi KeuanganPerangkat Daeraha. Penyediaan Gajidan Tunjangan ASNb. PenyediaanAdministrasiPelaksanaan TugasASN
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3. AdministrasiKepegawaianPerangkat Daeraha. Pengadaan PakaianDinas besertaAtributKelengkapannyab. Pendidikan danPelatihan PegawaiBerdasarkan Tugasdan Fungsi4. Administrasi UmumPerangkat Daeraha. PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantorb. PenyediaanPeralatan danPerlengkapanKantorc. Penyediaan BarangCetakan danPenggandaand. PenyediaanBahan Bacaan DanPeraturanPerundang-undangane. PenyelenggaraanRapat Koordinasidan KonsultasiSKPD5. Pengadaan BarangMilik DaerahPenunjang UrusanPemerintah Daerah
a. PengadaanPeralatan dan MesinLainnyab. PengadaanGedung Kantor atauBangunan Lainnya6. Penyediaan JasaPenunjang UrusanPemerintahan Daeraha. Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrikb. Penyediaan JasaPelayanan UmumKantor7. Pemeliharaan BarangMilik DaerahPenunjang UrusanPemerintahan Daeraha. Penyediaan JasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan,Pajak dan PerizinanKendaraan DinasOperasional atauLapanganb. Pemeliharaan Mebel

3. AdministrasiKepegawaianPerangkat Daeraha. Pengadaan PakaianDinas besertaAtributKelengkapannyab. Pendidikan danPelatihan PegawaiBerdasarkan Tugasdan Fungsi4. Administrasi UmumPerangkat Daeraha. PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantorb. PenyediaanPeralatan danPerlengkapanKantorc. Penyediaan BarangCetakan danPenggandaand. PenyediaanBahan Bacaan DanPeraturanPerundang-undangane. PenyelenggaraanRapat Koordinasidan KonsultasiSKPD5. Pengadaan BarangMilik DaerahPenunjang UrusanPemerintah Daerah
a. PengadaanPeralatan dan MesinLainnya6. Penyediaan JasaPenunjang UrusanPemerintahan Daeraha. Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrikb. Penyediaan JasaPelayanan UmumKantor7. Pemeliharaan BarangMilik DaerahPenunjang UrusanPemerintahan Daeraha. Penyediaan JasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan,Pajak dan PerizinanKendaraan DinasOperasional atauLapanganb. Pemeliharaan Mebelc. PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnya

3. AdministrasiKepegawaianPerangkat Daeraha. Pengadaan PakaianDinas besertaAtributKelengkapannyab. Pendidikan danPelatihan PegawaiBerdasarkan Tugasdan Fungsi4. Administrasi UmumPerangkat Daeraha. PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantorb. PenyediaanPeralatan danPerlengkapanKantorc. Penyediaan BarangCetakan danPenggandaand. PenyediaanBahan Bacaan DanPeraturanPerundang-undangane. PenyelenggaraanRapat Koordinasidan KonsultasiSKPD5. Pengadaan BarangMilik DaerahPenunjang UrusanPemerintah Daerah
a. PengadaanPeralatan dan MesinLainnya6. Penyediaan JasaPenunjang UrusanPemerintahan Daeraha. Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrikb. Penyediaan JasaPelayanan UmumKantor7. Pemeliharaan BarangMilik DaerahPenunjang UrusanPemerintahan Daeraha. Penyediaan JasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan,Pajak dan PerizinanKendaraan DinasOperasional atauLapanganb. Pemeliharaan Mebelc. PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnya
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c. PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnyad. Pemeliharaan /Rehabilitasi GedungKantor danBangunan Lainnyae. Pemeliharaan /Rehabilitasi Saranadan PrasaranaPendukung GedungKantor atauBangunan Lainnya

d. Pemeliharaan /Rehabilitasi GedungKantor danBangunan Lainnyae. Pemeliharaan /Rehabilitasi Saranadan PrasaranaPendukung GedungKantor atauBangunan Lainnya

d. Pemeliharaan /Rehabilitasi GedungKantor danBangunan Lainnya

II. Peningkatan Ketentramandan Ketertiban Umum1. Penanganan GangguanKetentraman danKetertiban Umumdalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kotaa. PencegahanGangguanKetentraman danKetertiban Umummelalui deteksi dinidan cegah dini,pembinaan danpenyuluhan,pelaksanaanpatroli,pengamanan danpengawalanb. Penindakan atasGangguanKetentraman danKetertiban UmumBerdasarkan Perdadan Perkadamelalui penertibandan penangananunjuk rasa dankerusuhan massac. Koordinasipenyelenggaraanketentraman danketertiban umumserta perlindunganmasyarakat tingkatkabupaten/kotad. PemberdayaanPerlindunganMasyarakat dalamRangkaKetentraman danKetertiban Umume. PeningkatanKapasitas SDMSatuan PolisiPamong Praja danSatuanPerlindunganMasyarakattermasuk dalamPelaksanaan Tugasyang BernuansaHak Asasi Manusia

II. Peningkatan Ketentramandan Ketertiban Umum1. Penanganan GangguanKetentraman danKetertiban Umumdalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kotaa. PencegahanGangguanKetentraman danKetertiban Umummelalui deteksi dinidan cegah dini,pembinaan danpenyuluhan,pelaksanaanpatroli,pengamanandan pengawalanb. Penindakan atasGangguanKetentraman danKetertiban UmumBerdasarkan Perdadan Perkadamelalui penertibandan penangananunjuk rasa dankerusuhan massac. Koordinasipenyelenggaraanketentraman danketertiban umumserta perlindunganmasyarakat tingkatkabupaten/kotad. PemberdayaanPerlindunganMasyarakat dalamRangkaKetentraman danKetertiban Umume. PeningkatanKapasitas SDMSatuan PolisiPamong Praja danSatuanPerlindunganMasyarakattermasuk dalamPelaksanaan Tugasyang BernuansaHak Asasi Manusia

II. Peningkatan Ketentramandan Ketertiban Umum1. Penanganan GangguanKetentraman danKetertiban Umumdalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kotaa. PencegahanGangguanKetentraman danKetertiban Umummelalui deteksi dinidan cegah dini,pembinaan danpenyuluhan,pelaksanaanpatroli,pengamanandan pengawalanb. Penindakan atasGangguanKetentraman danKetertiban UmumBerdasarkan Perdadan Perkadamelalui penertibandan penangananunjuk rasa dankerusuhan massac. Koordinasipenyelenggaraanketentraman danketertiban umumserta perlindunganmasyarakat tingkatkabupaten/kotad. PemberdayaanPerlindunganMasyarakat dalamRangkaKetentraman danKetertiban Umume. PeningkatanKapasitas SDMSatuan PolisiPamong Praja danSatuanPerlindunganMasyarakattermasuk dalamPelaksanaan Tugasyang BernuansaHak Asasi Manusia
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f. PenyediaanLayanan dalamrangka DampakPenegakanPeraturan Daerahdan Perkada2. Penegakan PeraturanDaerahKabupaten/Kota danPeraturanBupati/Walikotaa. SosialisasiPenegakanPeraturan Daerahdan PeraturanBupati/Walikotab. Pengawasan atasKepatuhanterhadapPelaksanaanPeraturan Daerahdan PeraturanBupati/Walikotac. Penangananatas PelanggaranPeraturan Daerahdan PeraturanBupati/Walikota

f. PenyediaanLayanan dalamrangka DampakPenegakanPeraturan Daerahdan Perkada2. Penegakan PeraturanDaerahKabupaten/Kota danPeraturanBupati/Walikotaa. SosialisasiPenegakanPeraturan Daerahdan PeraturanBupati/Walikotab. Pengawasan atasKepatuhanterhadapPelaksanaanPeraturan Daerahdan PeraturanBupati/Walikotac. Penanganan atasPelanggaranPeraturan Daerahdan PeraturanBupati/Walikota

f. PenyediaanLayanan dalamrangka DampakPenegakanPeraturan Daerahdan Perkada2. Penegakan PeraturanDaerahKabupaten/Kota danPeraturanBupati/Walikotaa. SosialisasiPenegakanPeraturan Daerahdan PeraturanBupati/Walikotab. Pengawasan atasKepatuhanterhadapPelaksanaanPeraturan Daerahdan PeraturanBupati/Walikotac. Penanganan atasPelanggaranPeraturan Daerahdan PeraturanBupati/Walikota
III. Program Pencegahan,Penanggulangan,Penyelamatan Kebakarandan Penyelamatan nonKebakaran1. Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan, danPenanganan BahanBerbahaya danBeracun Kebakarandalam DaerahKabupaten/Kotaa. PencegahanKebakaran dalamDaerahKabupaten/Kotab. Pemadaman danPengendalianKebakaran dalamDaerahKabupaten/Kotac. Penyelamatan danEvakuasi KorbanKebakaran dan nonKebakarand. Pengadaan Saranadan PrasaranaPencegahan,PenanggulanganKebakaran dan AlatPelindung Dirie. Pelatihan KeluargaTanggap BencanaRumah Tangga

III. Program Pencegahan,Penanggulangan,Penyelamatan Kebakarandan Penyelamatan nonKebakaran1. Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan, danPenanganan BahanBerbahaya danBeracun Kebakarandalam DaerahKabupaten/Kotaa. PencegahanKebakaran dalamDaerahKabupaten/Kotab. Pemadaman danPengendalianKebakaran dalamDaerahKabupaten/Kotac. Penyelamatan danEvakuasi KorbanKebakaran dan nonKebakarand. Pengadaan Saranadan PrasaranaPencegahan,PenanggulanganKebakaran dan AlatPelindung Dirie. Pelatihan KeluargaTanggap BencanaRumah Tangga

III. Program Pencegahan,Penanggulangan,Penyelamatan Kebakarandan Penyelamatan nonKebakaran1. Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan, danPenanganan BahanBerbahaya danBeracun Kebakarandalam DaerahKabupaten/Kotaa. PencegahanKebakaran dalamDaerahKabupaten/Kotab. Pemadaman danPengendalianKebakaran dalamDaerahKabupaten/Kotac. Penyelamatan danEvakuasi KorbanKebakaran dan nonKebakarand. Pelatihan KeluargaTanggap BencanaRumah Tangga2. Inspeksi PeralatanProteksi Kebakarana. Pendataan SaranaPrasarana ProteksiKebakaran
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2. Inspeksi PeralatanProteksi Kebakarana. Pendataan SaranaPrasarana ProteksiKebakaran3. Investigasi KejadianKebakarana. Investigasi KejadianKebakaran meliputiPenelitian danPengujian PenyebabKejadian Kebakaran4. PemberdayaanMasyarakat dalamPencegahan Kebakarana. PemberdayaanMasyarakat dalamPencegahan danPenanggulanganKebakaran MelaluiSosialisasi danEdukasi Masyarakatb. Pembentukan danPembinaan RelawanPemadamKebakaran

2. Inspeksi PeralatanProteksi Kebakarana. Pendataan SaranaPrasarana ProteksiKebakaran3. Investigasi KejadianKebakarana. Investigasi KejadianKebakaran meliputiPenelitian danPengujian PenyebabKejadian Kebakaran4. PemberdayaanMasyarakat dalamPencegahan Kebakarana. PemberdayaanMasyarakat dalamPencegahan danPenanggulanganKebakaran MelaluiSosialisasi danEdukasi Masyarakatb. Pembentukan danPembinaan RelawanPemadamKebakaran

3. Investigasi KejadianKebakarana. Investigasi KejadianKebakaran meliputiPenelitian danPengujian PenyebabKejadian Kebakaran4. PemberdayaanMasyarakat dalamPencegahan Kebakarana. PemberdayaanMasyarakat dalamPencegahan danPenanggulanganKebakaran MelaluiSosialisasi danEdukasi Masyarakatb. Pembentukan danPembinaan RelawanPemadamKebakaran

1.2.4. KepegawaianSatuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasamandengan memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh 1 (satu) orang KepalaSatuan, 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orangKasubag, 5 (lima) orang Kasi, 18 (delapan belas) orang staf PNS dengan posisitingkat eselonnya sebagai berikut :
- 1 orang menjabat Eselon II.b
- 1 orang menjabat Eselon III.a
- 3 orang menjabat Eselon III.b
- 7 orang menjabat Eselon IV.a

Rekapitulasi Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/FungsionalGolongan/Pangkat dan Pendidikan:
No. NAMA L/P JABATAN Gol./Pangkat PENDIDIKAN

DIKLATKEPEMIMPINAN YANGTELAHDIIKUTI1 2 3 4 5 6 7
A. STRUKTURAL1. AAN AFRINALDI, S.STP L Kepala Satpol. PPdan Damkar IV/bPembinaTingkat I DIVPemerintahan PIM III
2. APRIALDI SAID, SH L Sekretaris IV/bPembinaTingkat I S1 IlmuHukum PIM III



8

3. ZULFAHMI, SH L KabidTibumtranmas IV/aPembina S1 IlmuHukum PIM IV4. ETRIWALDI, SH L Kabid Damkar IV/aPembina S1 IlmuHukum PIM III5. ZULBAHAR, SH L Kabid Linmasdan Gak Perda IV/aPembina S1 IlmuHukum -
6. ZUL ASMAR, SH L Kasi Sarana danPrasarana III/dPenata Tk.I S1 IlmuHukum -
7. SUETNI FELLY YONRA,SH L Kasi Satlinmas III/cPenata S1 IlmuHukum -8. ASTUTI, SH P Kasi Bangpas III/cPenata S1 IlmuHukum -9. HENDRA FAUZI, SE L KasubagKeuangan &Evalop III/cPenata S1 IlmuEkonomi10. TEGUH SETIAHIDAYATULLAH, S.STP L Kasi Ops &Penertiban III/cPenata S1 IlmuPemerintahan -
11. YUZA DWANSYAH,S.STP L Kasubag Umum& Kepegawaian III/bPenataMuda Tk. I D-IV PolitikPemerintahan -
12. BAYU MATIO KARDO,SH L Kasi Pencegahan&PenanggulanganKebakaran III/bPenataMuda Tk. I S1 IlmuHukum -
13. FIRMAN, SH L PranataPemadamKebakaran III/bPenataMuda Tk. I S1 IlmuHukum -
14. DEDY TRI MULYA L Pengadministrasian Umum III/aPenataMuda SLTA -
15. EDIMON VICTER L PranataPerlindunganMasyarakat III/aPenataMuda SLTA -
16. M. RIZAL LUBIS L Teknis Saranadan Prasarana II/dPengaturTk. I SLTA -
17. DODI ERIANTO L PengemudiMobil PemadamKebakaran II/dPengaturTk. I SLTA -
18. YAUMIL AKBAR L PengemudiMobil PemadamKebakaran II/dPengaturTk. I SLTA -
19. DIFLIZAR L Teknis Saranadan Prasarana II/dPengaturTk. I SLTA -
20. SYAFRIL L KomandanPetugasKeamanan II/dPengaturTingkat I SLTA -
21. HENDRI L Pengadministrasian Umum II/dPengaturTingkat I SLTA -
22. ANRIZAL L KomandanPetugasKeamanan II/dPengaturTingkat I SLTA -
23. EVISON L PengemudiMobil PemadamKebakaran II/bPengaturMuda Tk. I SLTA -
24. ZAINAL L PetugasKeamanan II/aPengaturMuda SLTP -
25. GUSRINAL L Pramukebersihan I/dJuruTingkat I SD -
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1.2.5. Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah serta Program dan Kegiatan

1.2.5.1. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Satuan Polisi PamongPraja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman tahun 2023 padaAPBD direncanakan sebesar Rp. 83.320.000,- realisasi akhir tahunanggaran sebesar Rp. 86.481.771,- atau 103,79%.
1.2.5.2. Realisasi Belanja Daerah serta Realisasi Program dan Kegiatan

Tahun 2023

Alokasi dan realisasi anggaran untuk penyelenggaraanurusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaranadalah sebesar Rp. 6.574.281.159,- realisasi Rp. 6.257.505.054,-atau 95,18%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masingprogram dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan Satuan PolisiPamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada tabelberikut :
No Urusan /

Program
Kegiatan/

Sub Kegiatan
Jumlah

Anggaran
Realisasi
Anggaran

%

1 Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/
Kota

1. Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
a. Penyusunan

Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

b. Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

5.000.000,-

5.867.500,-

4.952.500,-

5.840.000,-

99,05

99,53

26. FERDI JUNIANTO, SH L PemulaPemadamKebakaran II/aPengaturMuda S1 IlmuHukum -
27. YULIARDI. R L PemulaPemadamKebakaran II/aPengaturMuda SLTA -
28. HIDAYAT L PemulaPemadamKebakaran II/aPengaturMuda SLTA -
29. DENI AGUSMAL L PemulaPemadamKebakaran II/aPengaturMuda SLTA -
30. GILANG RAMADHAN L PemulaPemadamKebakaran II/aPengaturMuda S1 IlmuHukum -
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2. Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah
a. Penyediaan Gaji

dan Tunjangan
ASN

b. Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan
Tugas ASN

3. Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah
a. Pengadaan

Pakaian Dinas
beserta Atribut
Kelengkapan

b. Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

4. Administrasi Umum
Perangkat Daerah
a. Penyediaan

Komponen
Instalasi Listrik
/Penerangan
Bangunan Kantor

b. Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

c. Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan

d. Penyediaan
Bahan Bacaan
Dan Peraturan
Perundang-
undangan

e. Penyelenggaran
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD

5. Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
a. Pengadaan

Peralatan dan
Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
a. Penyediaan Jasa

Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa
Pelayanan
Umum Kantor

2.822.787.751,-

119.960.000,-

156.000.000,-

820.000,-

5.060.000,-

10.776.500,-

16.889.000,-

3.195.000,-

120.518.800,-

3.000.000,-

38.481.908,-

1.516.754.000,-

2.734.934.622,-

102.160.000,-

153.830.600,-

0,-

4.907.000,-

10.588.500,-

16.720.000,-

2.880.000,-

118.277.276,-

2.500.000,-

12.412.400,-

1.489.343.156,-

96,89

85,16

98,61

0

96,98

98,26

99,00

90,14

98,14

83,33

32,26

98,19
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7. PemeliharaanBarang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
a. Penyediaan Jasa

Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak danPerizinan
Kendaraan Dinas
Operasional
atau Lapangan

b. Pemeliharaan
Mebel

c. Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

c. Pemeliharaan /
Rehabilitasi
Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya1.

123.000.000,-

1.500.000,-

2.680.000,-

10.000.000,-

117.504.450,-

1.500.000,-

990.000,-

9.952.000,-

95,53

100,00

36,94

99,52

II Peningkatan
Ketentraman
dan Ketertiban
Umum

1. Penanganan
Gangguan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
a. Pencegahan

Gangguan
Ketentraman
dan Ketertiban
Umum melalui
deteksi dini dan
cegah dini,
pembinaan dan
penyuluhan,
pelaksanaan
patroli,
pengamanan
dan pengawalan

b. Penindakan atas
Gangguan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Berdasarkan Perda
dan Perkada
melalui penertiban
dan penanganan
unjuk rasa dan
kerusuhan massa

c. Koordinasi
penyelenggaraan
ketentraman dan
ketertiban umum
serta perlindungan
masyarakat
tingkat kabupaten
/kota

550.271.200,-

30.772.500,-

127.196.000,-

546.076..000,-

30.597.750,-

57.921.500,-

99,24

99,43

45,54
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d. Pemberdayaan
Perlindungan
Masyarakat
dalam Rangka
Ketentraman dan
Ketertiban
Umum

e. Peningkatan
Kapasitas SDM
Satuan Polisi
Pamong Praja
dan Satuan
Perlindungan
Masyarakat
termasuk dalam
Plekasanaan
Tugas yang
Bernuansa Hak
Asasi Manusia

f. Penyediaan
Layanan dalam
rangka Dampak
Penegakan Perda
dan Perkada

2. Penegakan Peraturan
Daerah
Kabupaten/Kota dan
Peraturan
Bupati/Walikota
a. Sosialisasi

Penegakan
Peraturan Daerah
dan Peraturan
Bupati/Walikota

b. Pengawasan
atas Kepatuhan
terhadap
Pelaksanaan
Peraturan Daerah
dan Peraturan
Bupati/ Walikota

c. Penanganan
atas Pelanggaran
Peraturan Daerah
dan Peraturan
Bupati/ Walikota

37.100.000,-

49.460.300,-

1.839.000,-

1.640.000,-

37.498.600,-

39.500.000,-

36.549.000,-

47.986.950,-

1.500.500

1.630.200,-

37.455.100,-

38.859.500,-

98,51

97,02

81,59

99,40

99,88

98,38

III Pencegahan,
Penanggulangan
,Penyelamatan
Kebakaran dan
Penyelamatan
non Kebakaran

1. Pencegahan,
Pengendalian,
Pemadaman,
Penyelamatan, dan
Penanganan Bahan
Berbahaya dan
Beracun Kebakaran
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
a. Pencegahan

Kebakaran dalam
Daerah
Kabupaten /Kota

29.720.000,- 26.462.250,- 89,04
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b. Pemadaman dan
Pengendalian
Kebakaran dalam
Kabupaten/Kota

c. Penyelamatan
dan Evakuasi
Korban
Kebakaran dan
non Kebakaran

d. Pelatihan
Keluarga
Tanggap
Bencana Rumah
Tangga2. Inspeksi Peralatan

Proteksi Kebakaran
a. Pendataan Sarana

Prasarana
Proteksi
Kebakaran3. Investigasi Kejadian

Kebakaran
a. Investigasi

Kejadian
Kebakaran,
meliputi
Penelitian dan
Pengujian
Penyebab
Kejadian
Kebakaran4. Pemberdayaan

Masyarakat dalam
Pencegahan
Kebakaran
a. Pemberdayaan

Masyarakat
dalam
Pencegahan dan
Penanggulangan
Kebakaran
melalui
Sosialisasi dan
Edukasi
Masyarakat

b. Pembentukan
dan Pembinaan
Relawan
Pemadam
Kebakaran

632.491.000,-

9.270.000,-

21.183.000,-

12.765.000,-

13.010.000,-

5.775.000,-

12.499.100,-

589.894.000,-

4.844.000,-

14.834.300

10.954.000,-

12.007.500,-

213.000,-

10.427.000,-

93,27

52,25

70,03

85,81

92,29

3,69

83,42

Realisasi program dan kegiatan tahun 2023Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan PolisiPamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman dapat dilihat dalam tabeldibawah ini:
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No. Program dan Kegiatan Realisasi/Tingkat PencapaianProgram dan sub Kegiatan1 2 3
A Urusan Pemerintahan Bidang

Ketentraman dan Ketertiban
Umum serta Perlindungan
Masyarakat

II Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Umum

1. Penanganan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kotaa. Pencegahan GangguanKetentraman dan KetertibanUmum melalui deteksi dini dancegah dini, pembinaan danpenyuluhan, pelaksanaan patroli,pengamanan dan pengawalan

- Terlaksananya patroli / monitoringketertiban umum dan ketentramanmasyarakat sebanyak 40 kali,penegakan disiplin ASN sebanyak 10kali, penertiban kekayaan daerahsebanyak 10 kali, Pengawalan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerahsebanyak 22 kali kegiatan,penertiban penegakan  Disiplin anaksekolah sebanyak 20 Kali penertibandan Pengamanan Natal / operasi lilinsinggalang 2022 berjumlah 9 harikegiatan.
- Pada tahun ini juga dilaksanakanpenempatan BKO Kecamatanberdasarkan surat Perintah Kasat Pol.PP & Damkar sebanyak 10Kecamatan yang terdiri atas 2 orangper Kecamatan dengan jumlah 20orang dengan tugas utamapenertiban /penegakan disiplin anaksekolah dan tugas lain sesuai dengantugas ketertiban umum danketentraman masyarakat.
- Terlaksananya juga pengamananmasjid pada hari jumat di KecamatanLubuk Sikaping oleh Pol PP wanita di4 (empat) titik dari bulan Januari2023 sampai dengan bulan Desember2023 yaitu : Masjid Agung Al-Mutaqqin, Masjid Raya Pauah Durti,Masjid Raya Tj. Beringin, Masjid Al-Yatim
- Terlaksananya juga pengamanan(Piket) di beberapa titik gedung milikPemerintah Daerah yang berada diKecamatan Lubuk Sikaping denganpersonil berjumlah 16 orang dalam 1(satu) hari di beberapa tempat.b. Penindakan atas GangguanKetentraman dan KetertibanUmum Berdasarkan Perda danPerkada melalui penertiban danpenanganan unjuk rasa dankerusuhan massa
Terlaksananya operasi PenyakitMasyarakat (PEKAT) sebanyak 18 Kalikegiatan dan Operasi Warung Kelambu(WARKEL) pada bulan suci Ramadhanberjumlah 8 kali kegiatan.
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c. Koordinasi PenyelenggaraanKetentraman dan KetertibanUmum serta PerlindunganMasyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- Telah dilaksanakan peninjauanterkait dengan daerah yang akanrawan dengan longsor, banjirmaupun kayu tumbang, kita jugatelah memetakan titik-titik lokasiyang rawan akan terjadi bencana.
- Berkoordinasi dengan pihakkecamatan maupun nagari agar cepatmemberikan informasi apabila terjadibencana maupun kegiatan-kegiatanyang memicu konflik baik sosial,budaya, politik.
- Telah dilakukan penanggulanganbencana alam yang terjadi di beberapatitik lokasi seperti banjir bandangpasar lama dan tampang yang manabanyak merendam rumah tangga.
- Selanjutnya banjir dan tanah longsor diKecamatan Dua Koto, Mapat Tunggul,dan Mapat Tunggul Selatan serta jugamelakukan upaya PerlindunganMasyarakat dalam penanganan danpenanggulangan bencana.d. Pemberdayaan PerlindunganMasyarakat dalam RangkaKetentraman dan KetertibanUmum
- Telah dilaksanakan monitoring ketiap nagari guna menunjang peranSatlinmas di dalam Nagari.
- Kemudian kita Juga melibatkanSatlinmas Nagari untuk upayapenanggulangan bencana alam diKec. Lubuk Sikaping, Dua Koto, MapatTunggul, Mapat Tunggul Selatan.
- Serta juga ikut sertakan peranSatlinmas dalam pemantauan situasimenjelang pemilu serentak 2024,agar dapat segera mungkinmemberikan informasi guna menjagaketentraman dan ketertiban umum.e. Peningkatan Kapasitas SDM SatuanPolisi Pamong Praja dan SatuanPerlindungan Masyarakattermasuk dalam PelaksanaanTugas yang Bernuansa Hak AsasiManusia
- Telah dilaksanakan koordinasidengan Satpol. PP Provinsi danKab/Kota di Sumbar serta denganSatpol. PP Kabupaten Rokan HuluProvinsi Riau terkait batas wilayahtentang Trantibum dan PenegakanPerda di daerah terpencil.
- Terlaksananya peningkatan SDMpersonil Pol. PP guna untukmeningkatkan kinerja Satpol. PP yanglebih profesional di lapangan dengantata cara yang baik melaluipembinaan yang dilaksanakan secaraberkala.f. Penyediaan Layanan dalam rangkaDampak Penegakan Perda danPerkada - Telah memberikan layanan optimalbaik informasi maupun penegakandalam penegakan perda
- Telah memberikan sosialisasi terkaitdengan dampak penegakan Perda
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- Telah melaksanakan kunjungan ketiap-tiap kecamatan guna koordinasidengan Kasi Trantibum terkaitdengan layanan dampak penegakanperda itu sendiri.
- Tersedia dana pada TW 1 –TW 3kemudian pada TW. IV anggaran digeser ke kegiatan lain karena danapada kegiatan ini tidak terpakaimaksimal karena dalam tahun 2023tidak terdapat ganti rugi maupunlayanan dampak dari penegakanPerda/Perbup itu sendiri.

2. Penegakan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota dan Peraturan
Bupati/Walikotaa. Sosialisasi Penegakan PeraturanDaerah dan PeraturanBupati/Walikota Untuk tahun ini kurang terlaksananyasosialisasi penegakan Perda dan Perbupdikarenakan tidak tersedianya dana diDPA secara optimal.a. Pengawasan atas Kepatuhanterhadap Pelaksanaan PeraturanDaerah dan PeraturanBupati/Walikota

Terlaksananya Operasi PenegakanPeraturan Daerah (Perda) denganmenertibkan Perda nomor 12 tahun2016 tentang Ketentraman danKetertiban Umum berjumlah 30 Kalikegiatan, Izin usaha Warung Internet(WARNET) dan Izin Usaha Depot AirMinum dengan jumlah keseluruhan 8Kali kegiatan, Pajak Reklame, RetribusiJasa Usaha dan Retribusi PerizinanTertentu dengan jumlah keseluruhan 15Kali kegiatan, kegiatan tersebutterlaksana sampai bulan Desember 2023b. Penanganan atas PelanggaranPeraturan Daerah dan PeraturanBupati/Walikota - Telah dilaksanakan penegakan PerdaNomor 12 Tahun 2016 dalam upayacipta kondisi kenyamanan di tengahmasyarakat serta Ketentraman danKetertiban Umum
- Telah dilakukan penugasan operasiPerda Nomor 2 Tahun 2009 tentangLarangan Minuman Beralkohol diwilayah hukum Pemda Kab. Pasaman
- Telah dilakukan operasi tertib tempathiburan di wilayah pemerintahanKab. Pasaman.
- Telah melakukan penindakanterhadap pelanggar Perda yangterdapat di tempat hiburan sepertiwanita-wanita yang terjaring dalamoperasi 3 pilar yang mana telahdikirim ke pusat panti rehabilitasiAndam Dewi guna untuk efek jera.
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III Pencegahan, Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan non Kebakaran

1. Pencegahan, Pengendalian,
Pemadaman, Penyelamatan, dan
Penanganan Bahan Berbahaya dan
Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kotaa. Pencegahan Kebakaran dalamDaerah Kabupaten/Kota- Terlaksananya pemetaan daerahrawan kebakaran di kecamatan seKabupaten Pasaman.

- Terlaksananya pemeriksaan danpemungutan retribusi Apar (racunapi ringan) di perkantoran, sekolah,rumah sakit, SPBU dan gedungpertokoan serta tempat usahalainnya.
- Terlaksananya pemberianrekomendasi izin terhadapperumahan yang ada di KabupatenPasaman.
- Terlaksananya survei titik-titik air diKecamatan se Kabupaten Pasamanyang akan memudahkan anggotamenemukan air apabila terjadikebakaran di daerah tersebut.
- Terlaksananya pengecekan rutinkesiapsiagaan personil pemadamankebakaran di posko-posko.b. Pemadaman dan PengendalianKebakaran dalam DaerahKabupaten/Kota - Terlaksananya pemadamankebakaran yang terjadi sebanyak 38kali di Kabupaten Pasamanc. Penyelamatan dan EvakuasiKorban Kebakaran dan nonKebakaran - Terlaksananya penyemprotandaerah bekas banjir di KecamatanTigo Nagari, Lubuk Sikaping, Bonjol,Panti dan Padang Gelugur.- Terlaksananya evakuasi hewanberbisa  seperti ular, tawon, biawak,anjing liar dll (animal rescue)sebanyak 104 kali danpemotongan cincin 2 kali.d. Pelatihan Keluarga TanggapBencana Rumah Tangga - Terlaksananya pelatihan pencegahankebakaran dini terhadap 20 kkdengan jumlah peserta 40 orang
- Masyarakat mengerti dan pahamakan cara penanggulangan dinikebakaran

2. Inspeksi Peralatan Proteksi
KebakaranPendataan Sarana Prasarana ProteksiKebakaran - Terlaksananya pengecekan saranadan prasarana secara rutin.

- Terlaksananya perbaikan sarana danprasarana yang rusak atau tidakberfungsi.
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3. Investigasi Kejadian KebakaranInvestigasi Kejadian Kebakaran,meliputi Penelitian dan PengujianPenyebab Kejadian Kebakaran - Diketahui penyebab terjadinyakebakaran
- Diketahui jumlah korban darikebakaran yang terjadi
- Diketahui jumlah kerugian yangdialami oleh korban kebakaran

4. Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pencegahan KebakaranPemberdayaan Masyarakat dalamPencegahan dan PenanggulanganKebakaran melalui Sosialisasi danEdukasi Masyarakat

- Telah dilaksanakan pelatihanpenanggulangan dini kebakaran bagimasyarakat sebanyak 15 orang
Pembentukan dan PembinaanRelawan Pemadam Kebakaran - Terbentuknya relawan PemadamKebakaran di Nagari sebanyak 40orang
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BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerahdalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  daerahberdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaiankinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusanpemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusanpenunjang. Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan pada Satuan Polisi PamongPraja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman tahun 2023 (data terlampir).
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BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN  ..................... (nihil)

3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman3.1.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan3.1.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Pasaman3.1.3. Capaian Tugas Pembantuan3.1.3.1.  Target Kinerja3.1.3.2.   Realisasi3.1.3.3.    Matriks Capaian Kinerja3.1.4. Permasalahan dan Kendala3.1.5. Saran dan Tindak lanjut
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah KabupatenPasaman3.2.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan3.2.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Pasaman3.2.3. Capaian Tugas Pembantuan3.2.3.1.Target Kinerja3.2.3.2. Realisasi3.2.3.3. Matriks Capaian Kinerja3.2.4. Permasalahan dan kendala3.2.5. Saran dan Tindaklanjut
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BAB IV
PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH

Prestasi dan penghargaan yang diperoleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran Kabupaten Pasaman pada Tahun Anggaran 2023 ..................... (nihil)



22

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULANPada tahun 2023 masih terdapat masalah dan kendala yang dihadapi oleh Satuan PolisiPamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman yang tidak bisa diatasisendiri oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasamanantara lain masalah kurangnya kendaraan operasional berupa alat angkut (mobilisasi)yang bisa membawa personil dalam operasi penertiban dan pengamanan, Kurangnya ASNterutama PNS untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP dalam penegakan Perdadan Perkada, anggaran operasi dan penertiban masih belum memadai sehinggapelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurang efektif, kurang memadainya sarana danprasarana serta kurangnya posko Pemadam Kebakaran.
B. SARANSatuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman menyarankankepada Pemerintah Daerah agar  pada tahun 2024 diperlukan adanya alat angkut(mobilisasi) yang bisa membawa personil dalam operasi penertiban dan pengamanan,penambahan jumlah PNS untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP dalampenegakan Perda dan Perkada, penambahan anggaran operasi dan penertiban,penambahan sarana dan prasarana serta penambahan posko Pemadam Kebakaran.Dengan demikian, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran KabupatenPasaman dapat melaksanakan kegiatan lebih optimal.

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kami sampaikan untukdapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan langkah-langkah kebijakan selanjutnya.

Lubuk Sikaping, Januari 2024KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKABUPATEN PASAMAN
AAN AFRINALDI, S.STPPembina Tingkat INIP. 19830415 200212 1
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